Upaya Departemen Kesehatan RI !
Dalam Penanggulangan Masalah Ectasy *)

Pendahuluan

Salah satu tujg:
kesehatan padafl
pencegahan $

pembangunan nasio 1971.

Akhir-akhir ini “m:
menonjol dan sangat mem
adalah perkembangan penyala :
dan peredaran Ecstasy oleh kalangam,, | 4 gegsung
pemuda (remaja) termasuk eksekutif J@vas RERKE! "' "TOM adalah
muda yang dapat mengancam ketahanan Ppaya pel}gendahan flan pengawa:san
nasional bangsa dan negara serta dapat JA1Ur Tesmi, yang bertujuan antara lain :

Berbagai

menghambat proses pembangunan yang  (1). Menjamin agar jenis dan jumlah
sedang berlangsung dewasa ini. narkotika dan psikotropika yang tersedia

*) Disajikan pada acara Semiloka Strategi Penanggulangan sesuai dengan kebutUhan nyata; (2)'

Tawuran Pelajar secara terpadu di PTIK tanggal 23 & 24 Mencegah kebocoran di i alur resmi: (3)
Agustus 2000, ] ’
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secara lintas program dan lintas sektoral ~beriman, pengembangan sarana dan .
melindungi masyarakat terhadap bahaya kegiatan positif terutama bagi anak, \
penyalahgunaan dan kesalahgunaan remaja dan pemuda (kegiatan bersifat |
narkotika dan psikotropika. i

Pengadilan dan pengawasa
dan psikotropika dilak
kerjasama lintas prog
gional dan internat
upaya : '
(1) Pencegahan
educatif); £

dan

@),

Upaya yang telah d
Departemen Kesehatan
Upaya pencegahan

Upaya pencegahan pada dasarna
mencakup perubahan sikap dalam pola
berfikir dan pola tindak melalui upaya

WSHTan peraturan perundang-
undangan yang dapat dikenakan terhadap
pelanggaran “Ecstasy” antara lain:

promotif, preventif, komunikatif,
informatif dan eduktif. Pencegahan dapat 2. “Ecstasy” yang merupakan nama
dilakukan dengan pengembangan populer dari MDMA telah diatur
lingkungan, pola hidup sehat dan dalam peraturan Mentri Kesehatan
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Nomor 124/Menkes/Per/11/1993

tentang Obat Keras Tertentu,

merupakan obat yang dilarang.

Larangan tersebut mencakup impor,

produksi, distribusi, penyimpan
penggunaan.

Yang dilarang m
sediaan yang me

tersebut didas
pasal 3 ayat (1) Ok
yang menyata :
persediaan untuk péy
penawaran untuk penju
bahan-bahan G, demikiz
memiliki bahan-bahan ini ha
diperuntukkan pemakaian pribadi,
adalah dilarang. Larangan ini tidak
berlaku untuk pedagang-pedagang
besar yang diakui, apoteker-apoteker
yang memimpin apotik dan dokter
hewan”.

Selain itu setiap obat yang beredar

harus terlebih dahulu didaftarkan pada
Departemen Kesehatan yang
peraturanya dituangkan dalam

b 0,917/

e an]uthy'a dalam un _
No. 23 tahun 1992 Pasal 41 a

Staatblad 4 19

Pelanggaran terha_d

3 omor 23 tahun
1992 tentang Kesehatan pasal 81 ayat
(2) huruf ¢ yaitu : mengedarkan
sediaan farmasi tanpa izin edar
dikenakan pidana penjara paling lama
7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda
paling banyak 140 juta rupiah.
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Pembuktian dilakukan dengan pengaruh ketergantungan terhadap Ec-
pemeriksaan laboratorium dan apabila stasy dan dari gangguan kesehatan
ternyata barang bukti mengandung lainnya serta agar mampu berfungsi
barang lain yang tergolong narkotika _ker eh edis_merupakan
dapat dikenakan sanksi sg el
Undang-Undang Nomor 9 |
tentang Narkotika.
3) Kitab Undan, | yang bersifat mult isipliner, T
Pidana (KU gram dan lintas sektoral ter
; keiku '

paling lama 20(d

4) Sesuai dengan Undaz
Nomor 10 tahun 199
kepabeanan pasal 102 i
dikenakan pidana penjara paling lama e
8 (delapan) tahun dan denda 500 juta  berikut :

karena melakukan penyelundupan. 1. Hukuman Penyalahgunaan narkotika
Upaya Terapi dan Rehabilitasi Medis paling ringan.

Upaya terapi dan rehabilitasi medis 2- Kondisi penjara paling baik.
bertujuan membebaskan pecandu dari Akhir-akhir ini terlihat adanya
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kecenderungan produksi Ecstasy Eropa Barat, Amerika Serikat dan
dilakukan di negara Eropa Timureks Uni ~ sekarang ini di negara kita merupakan
Sovyet. masalah yang sudah sangat

I e

Distribusi dan penguna Ecst
meluas keberbagai negara_gé
Belanda, Inggris, Belgi

Departemen Trans _
KANTOR

Wengucaphan Selamat dan Subses atas Penganghatan :

Jenderal Polisi Drs. S. Bimantoro

| sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
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